FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019
TENTANG
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN

1. Apayang dimaksud dengan QR Code Pembayaran? Apa yang membedakan QRIS
dengan QR Code Pembayaran yang telah ada di Indonesia saat ini?

a. QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga
pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas,
memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki
kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang
digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui
pemindaian.

b.  Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian
Standard) yang umumnya disingkat sebagai QRIS adalah Standar QR Code
Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam
memfasilitasi pembayaran di Indonesia.

Perbedaan antara QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah digunakan oleh

industri saat ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi

pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS,
sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. Hal ini
dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen
pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR

Code Pembayaran di merchant.

2. Manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan QRIS?
Manfaat dari sisi pengguna adalah bertambahnya fleksibilitas dalam memilih
alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam
melakukan pembayaran di pedagang (merchant). Dari sisi pedagang (merchant),
manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan
1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima
pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran
yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS mendukung
interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan

meningkatkan efisiensi.
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Apa saja model penggunaan QR Code pembayaran yang masuk dalam cakupan
QRIS?

QRIS mengakomodir 2 (dua) model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu
Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun
demikian, implementasinya akan disesuaikan berdasarkan standar QRIS yang telah
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Pada saat PADG ini
diberlakukan, standar QRIS yang telah ditetapkan adalah QRIS dengan model
penggunaan MPM.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS?
Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola

National Merchant Repository.

Apakah kriteria Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat melakukan
pemrosesan transaksi QRIS?

Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer.

Apakah prosedur yang harus dilakukan oleh PJSP dan Lembaga Switching untuk
dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS
PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi

QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Apakah prosedur yang harus dilakukan agar Merchant Aggregator dapat
melakukan kegiatan terkait pemrosesan transaksi QRIS?

Merchant Aggregator harus memiliki kerja sama dengan PJSP, dan kerja sama
tersebut harus diajukan oleh PJSP untuk memperoleh persetujuan dari Bank

Indonesia.

Apa saja sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan
pada transaksi QRIS?

Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen
pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang
menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau
instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang

disetujui Bank Indonesia.

Berapa batas nominal transaksi menggunakan QRIS?
Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian
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10.

11.

12.

dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS,

yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.

Bagaimana skema biaya untuk transaksi QRIS?
Skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam
menetapkan skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS, Bank Indonesia dapat

mempertimbangkan rekomendasi dari perwakilan industri.

Kapan ketentuan dalam PADG QRIS ini berlaku? Bagaimana dengan pihak-pihak
yang telah menggunakan QR Code Pembayaran yang bukan QRIS?

PADG QRIS berlaku sejak tanggal diundangkan. Pihak yang sebelum PADG ini berlaku
telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana
standar QRIS wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai

dengan QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Bagaimana penggunaan QRIS untuk transaksi menggunakan sumber dana
dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (inbound)?

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi
transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran
dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang
diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi
pembayaran dimaksud hanya dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara PJSP
berupa Penerbit dan/atau Acquirer berupa Bank BUKU 4 dengan pihak yang
menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran

tersebut.
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